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BUPATI KARANGANYAR

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah ,' |

-Kabupaten ~ Karanganyar ‘Nomor 17 Tahun 2019 tentang i

Pertanggungjawaban . Pelaksanaan - Anggaran Pendapatan - dan

- Belanja Daerah Tahun. Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan
- Bupati tentang = Penjabaran = Pertanggungjawaban- Pelaksanaan - -
_Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 'I‘ahun Anggaran 2018;

 -1.' Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam ngkungan Provmsx Jawa o
Tengah; '

2 ‘Undang-Undang - Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan-

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan: Lembaran Negara Repubhk Indone31a'
Nomor 4286); : : '

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun’ 2004

© Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema. o
_ Nomor 4355); :

o 4 'Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan -

Pengelolaan dan ‘Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran' o

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 4400); :

5. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
- ‘Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun. 2009 tentang Pajak Daerah
' dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5049); -

f 17; Undang-Undang ‘Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang~undangan (Lembaran Negara Republik
~ Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
' 'Repubhk Indonesw. Nomor 5234], I B '




8.

- 10.

11

12,

) Undang-Undéng Nomor 23 Tahun 2014 ten'tang‘Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor .5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia - Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5240), ‘ '

Peraturan - Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan

~Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

13
~ 'Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

14

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan

Republik Indonesia - Tahun 2006 Nomor 25, Tarnbahan .
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

-~ Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

15,

Indonesia Nomor 5165};

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesua Nomor 52 19),



o " 16 Peraturan Pemermtah Nomor 2 ’I‘ahun 2012 tentang Hlbah'ff:-'f -
" Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 .
Nomor ' 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

~ Nomor 5272);

17 Peraturan Pcmérmtah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak"

E ~18. Peraturan ~Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangfi
Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran ‘Negara Republik

'Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan o

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

“Tahun 2017 Nomor 106, ‘Tambahan Lembaran Negara Repubhkj S

- Indonesia Nomor 6057); -

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 6322);

B 19 Peraturan Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangbf o

.~ Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah, ‘sebagaimana telah | , .
- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam =

~ Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

~ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang o .

... Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah S » o
20.Peraturan Daerah Kabupaten - Karanganyar , No nor-. 13:, o
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah RN

- Tahun  Anggaran 2018  (Lembaran Daerah Kabupaten

: Karanganyar Tahun 2018 Nomor 13);

- - 21, Peraturan -Daerah - Kabupaten Karanganjar' NOhior 18 |

© Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

L Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah o

22 Peraturan Bupat1 Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentangv..v"‘v .

e - Anggaran 2018 (Berlta Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun, o

- Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 18);

,Pen_]abaran Anggaran Pendapatan “dan Belanja Daerah

~ Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar L
Tahun 2017 Nomor 121), sebagalrnana telah diubah beberapa
‘kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51

. Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati -~
. ,"Karanganyar Nomor 121 Tahun 2017 tentang - Penjabaran

 Anggaran ‘Pendapatan  dan - Belanja - Daerah - Tahun

2018 Nomor 51);

| ’ 23 Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 69 ’I‘ahun 2018 tentang

- Penjabaran  Perubahan Anggaran . Pendapatan dan Belanja - N
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Benta Daerah Kabupaten I

. Karanganyar Tahun 2018 Nomor 69), -

o Meﬁetapkahf :

' PENDAPATAN DAN BELANJA»DA‘ERAH_,TAHUN ANGGARAN 2018.

R MEMUTUSKAN | _ R
'PERATURAN 'BUPATI  TENTANG ~ PENJABARAN SR
PERTANGGUNGJAWABAN ~ PELAKSANAAN  ANGGARAN



Pasal 1
Laporan Reahsam Anggaran Tahun Anggaran 2018, terdiri atas

1. Pendapatan B ' .
a.Pendapatan Asli Daerah Rp 343.156.469.167,00
b.Dana Perimbangan Rp 1.325.732.297.703,00
- c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp __ 445.040.464.793,00
‘Jumlah Pendapatan =~ Rp 2.113.929.231.663,00

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung '
1) Belanja Pegawai = Rp 880.448.147.126,00
2) Belanja Hibah | Rp  86.881.513.994,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp 4.748.800.000,00
4) Belanja Bagi Hasil Rp  17.419.192.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Rp  303.448.658.272,00

6) Belanja Tidak Terduga Rp 583.892.500,00

" Rp 1.293.530.203.892,00

- b.Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp  30.142.179.848,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 478.973.149.474,00
3) Belanja Modal Rp_ _261.936.024.361,00
- '» Rp _ 771.051.353.683,00
- Jumlah Belanja - Rp 2.064.581.557.575,00
Surplus/(Defisit) | Rp 49.347 .674.088,00
3. Pembiayaan: }- | .
a. Penerimaan Rp 187.137.756.959,00
b. Pengeluaran Rp 15.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto =~ Rp 172.137.756.959,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran. L
tahun berkenaan : ~ Rp 221.485.431.047,00

- Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagalmana d1maksud
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

- Pasal 3

5 Rlngkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaxmana dimaksud
. dalam Pasal 1, dirinci lebih Ianjut ke dalam Penjabaran Laporan
. Realisasi Anggaran B



Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagalmana dlmaksud' '
dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini. '

Pasal 5 - :
Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dmndangkan

- Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Juli 2019
'BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO
Diundangkari di Karanganyar

pada tanggal 9 Juli 2019
PJ SEKRETARIS DAERAH: KABUPATEN KARANGANYAR,

,, TTD
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR éoz

Salinan:sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN“KARANGANYAR
= Kepala*Baglf : n}Hukurn

g

NIP\19750 11 199903 1 009 ”



